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ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita dimana tujuannya adalah membangun tali kasih (al-mawaddah) dan tali
sayang (al-rahmah). Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara laki-laki
dan perempuan yang berbeda keyakinan dan masing-masing tetap
mempertahankan agama yang dianutnya.

Masalah timbul dikarenakan tidak adanya undang-undang yang pasti
tentang perkawinan beda agama, sedangkan dalam Islam sendiri terdapat
perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya menikah dengan non muslim, tetapi
mayoritas pendapat memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan
wanita ahli kitab. Masalahnya adalah Mahkamah Agung dengan yurisprudensinya
membenarkan adanya perkawinan beda agama tanpa memandang siapakah yang
muslim, apakah laki-laki atau perempuannya. Yurisprudensi ini dibuat
dikarenakan adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama
sedangkan ini membutuhkan solusi. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk
menganalisis putusan Mahkamah Agung yang membolehkan perkawinan beda
agama dalam sudut pandang hukum Islam dan Yuridis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum
Islam terhadap keputusan Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama, dan
bagimana perkawinan beda agama sebagai sebuah produk hukum dari Mahkamah
Agung jika ditinjau dari kacamata Yuridis. Penelitian ini diharapkan dapat
menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam
hukum keluarga Islam. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka sedangkan sifat
penelitiannya adalah deskriptif analitik yang akan memberikan gambaran rinci
dan sistematis mengenai putusan Mahkamah Agung .

Setelah mengadakan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: pertama,
pada dasarnya putusan MahkamahAgung no. 667K/pdt/1991tentang pembolehan
perkawinan beda agama dalam pandangan hukum [slam adalah tidak dibenarkan,
dengan mengacu pada kebolehan menikah dengan non muslim dalam hukum
Islam hanya pada laki-laki muslim, sedangkan perempuan muslim tidak
diperbolehkan. Kedua, Mahkamah Agung sebagai sebuah institusi negara
mempunyai wewenang untuk mengisi kekosongan hukum demi terciptanya suatu
keteraturan, dimana Mahkamah Agung melihat realitas sosial yang ada
dimasyarakat dan unsur maslahatnya.
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MOTTO

a0 v opnll @b 12l Jealag s2ialga

Dia telah memilif Ramu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk
kamu dalam agama suatu kesempitan.
ALHagi (22);78

' Al-Hajj (22);78.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk Allah paling sempurna yang diberikan
kelebihan dari mahluk lain, yaitu akal. Dengdn akal manusia mengembangkan
berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga manusia harus selalu dapat
mencari jawaban dari berbagai masalah yang ada.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan maka perkembangan
teknologi khususnya alat komunikasi sebagai sarana hubungan antar manusia
juga mengalami kemajuan yang pesat. Jadi bukan hal yahg mustahil kalau kita
berhubungan dengan betbagai orang di belahan dunia yarig mempunyai agama
dan kepercayaan yang berbeda-beda.

Dalam lingkungan kecil misalnya masih dalarh wilayah Indonesia
terdapat berbagai macam agama yang dianut oleh masyatakatnya sebagaimana
disahkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen
Protestan, Hindu, Budha bahkan ada aliran kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa. Sudah menjadi fitrah kalau manusia tidak dapat hidup sendiri
melainkan memerlukan adanya komunitas atau kehidupan sosial. Dengan
adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan /
ikatan percintaan antara pemeluk agama satu dengan lainnya yang berakhir

dengan perkawinan.



Bukanlah hal yang sulit jika kedua pasangan menganut agama yang
sama atau salah satu menundukkan diri pada hukum salah satu dari égama
pasangan, tetapi akan menjadi masalah jika masing-masing tetap
‘mempertahankan agama yang dianut karena para pejabat pelaksana
perkawinan dan pemimpin Agama / Ulama menafsirkan bahwa perkawinan
yang demikian bertentangan dengan undang-undang. Hal ini merupakan
alasan | 1sik yang bersifat teoritis karena pada kenyataannya ini adalah hal
yang konkrit.

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing
agamanya dan kepercayaannya itu, ini selalu dijadikan alasan untuk tidak
diperbolehkannya perkawinan beda agama. Jadi dasar untuk menentukan sah
atau tidaknya suatu perkawinan adalah hukum agama dan bukan hukum
negara, sehingga diharapkan tidak akan ada perkawinan yang dilakukan di luar
hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia’

Perkawinan menurut agama adalah suatu Ibadah, maka statusnya tidak
bisa lepas dari hukum agamanya, sebagaimana Hazairin secara tegas
menafsirkan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan No.l tahun 1974
beserta penjelasannya dengan mengatakan bahwa bagi orang Islam tidak ada

kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan dengan melanggar hukum

' 0.8, Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, cet.ke-1 (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1996), him.12



agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu
atau Hindu Budha yang dijumpai di Indonesia.’
Dalam persoalan halal haramnya perkawinan antar umat beragama

para ulama klasik selalu berpegang pada ayat-ayat Al-qur'an:

ety 8 e e Rage By e am OIS 2L Sy
oS! gy Bpka e g gede ddly gl g 0SS
U LT Sy 3y B,aally 2t J) Veeuy bty U1 3] O gedy Sl )
P 0y Sl piled

Memang bila membaca ayat ini secara literal akan didapatkan
kesimpulan yang serta merta, bahwa menikahi non-muslim hukumnya adalah
haram. Cara pandang seperti ini dikarenakan sebagian masyarakat Muslim
masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah non-
muslim, termasuk diantaranya Kristen dan Yahudi.* Sedangkan di sisi lain
Mazhab yang empat sepakat bahwa laki-laki muslim boleh mengawini
perempuan Yahudi / Nasrani atau lebih dikenal dengan sebutan Ahl Al-Kitab.
Tetapi Syafi’i dan Hambali mensyaratkan Ibu dan Bapak perempuan itu harus

orang Yahudi atau Nasrani juga.’

? Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No.l / 1974 fentang
Perkawinan, cet.ke-1 (Jakarta : Tinta Mas, 1975), him.5

3 Al-Bagarah (2): 221

“Nurcholish Madjid dkk, Figh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif- Pluralis
(Jakarta : Paramadina, 2004), him.155

‘Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzab Syafi’i, Hanafi,
Maliki, Hanbali, cet.ke-10 (Jakarta : Hidakarya Agung, 1983), him.50



Sebagian ulama yang membolehkan mendasarkan pendapatnya pada

Firman Allah :

b o @Slab g oS3 o SOl plab g ol oS3 ot

15) WSUB o S gl e ety Sl e Slal s

A pay DS giade Yy cpdles pb gmad Dayg) A gedl
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Memperkuat alasannya mereka menyebut beberapa sahabat dan tabi’in
yang pernah menikah dengan perempuan Ahl Al-Kitab, antara lain ialah
Usman, Talhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Huzafah dari kalangan sahabat.
Sedangkan dari kalangan fabi’in semisal Sa’id Ibn Musayyab, Said Ibn
Zubair, Tawus, Tkrimah.’

Munawir Sadjali misalnya mengungkapkan adanya kelompok vyang
merpertanyakan, apakah dalam budaya dimana kaum wanita sudah dianggap
setara dengan kaum pria (baik hak maupun kewajibannya seperti di dunia
dimana kita hidup sekarang) tidak hanya pria Islam yang dibolehkan kawin
dengan wanita Akl al-Kitab tetapi juga sebaliknya, pria Ahl Al-Kitab juga
dibolehkan mengawini wanita Islam®

Terlepas dari pendapat yang membolehkan dan tidak, sekali lagi kita

harus menyadari bahwa perkawinan antar agama adalah persoalan konkrit

¢ Al- Maidah (5): 5
7 As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, cet.ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I : 48

® Munawir Sadjali. /jtihad Kemanusiaan, (Jakarta : Paramadina, 1997), him.9



yang perlu mendapat perhatian. Bagi umat Islam di Indonesia, kemungkinan
untuk melakukan perkawinan beda agama dari segi hukum positip hanya
memiliki peluang yang sangat kecil. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 40 huruf
(c) yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dan ditegaskan juga dalam KHI
pasal 44 yaitu seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkaWinan
dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. KHI itu sendiri merupakan
hasil konsensus (ijjma) ulama dari berbagai golongan yang kemudian
mendapat legislasi dari kekuasaan negara’ Mahkamah Agung yang
merupakan badan pengadilan yang tertinggi di Indonesia yang ditetapkan oleh
presiden memberikan keputusan yang sebaliknya yang pada intinya mengakui
perkawinan beda agama.

Mahkamah Agung dalam putusannya N0.667K/pdt/1991 membatalkan
penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Januari 1991

No.191/pdt/P/1990/PN Yk. Putusan Mahkamah Agung tersebut berbunyi:

“Mengadili sendiri: mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan
izin kepada pemohon | untuk melangsungkan perkawinan dengan pemohon 1l
dihadapan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil
Kotamadya Yogyakarta di Yogyakarta. Memerintahkan pegawai pencatat
perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut agar supaya
melangsungkan perkawinan tersebut.”'”

® Cik Hasan Basri, “"Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia,” dalam
Cik Hasan Basri (peng), KHI dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, cetke-1
(Jakarta: Logos, 1999), him.8

1% putusan Mahkamah Agung No. 667K/pdt/1991



. 1. Bagaimanakah keputusan Mahkamah Agung No.667 K/ pdt/1991 dalam
Perspektif Hukum Islam?

2. Bagaimana keputusan Mahkamah Agung dalam Perspektif yuridis?

C. Tujuan dan kegunaait penelitian
1. Tujtiah penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terﬁadap
keputusan Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama.
b. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama sebagai sebuah
produk hukum dari MA dilihat dari kacamata yuridis.
2. Kegunaan
a. Penelitian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan
pada umumnya, dan khususnya dalam hukum keluarga Islam.
b. Memberikan masukan kepada pihak yang mempunyai otoritas dalam
peraturan  perundang-undangan, terutama dalam tata hukum

perkawinan Indonesia.

D. Telaah Pustaka
Setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan No.l tahun 1974,
perkawinan beda agama secara implisit sudah tidak diperbolehkan lagi, tetapi
pada kenyataannya tidak sedikit orang yang menikah beda agama yang
menjadikan status hukumnya menjadi kabur, sehingga para ulama, pakar dan

praktisi hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda. '

'? R. Soetodjo Prawirohamidjodjo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkdawinan
di Indonesia, ( Surabaya : Airlangga, 1998 ), him.22



Mengenai permasalahn perkawinan bedea agama ada beberapa
referensi yang membahasnya. Diantaranya Asmin dalam buku Status
Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang No.l tahun 1974,
yang menyoroti tentang perkawinan beda agama ditinjau dari sudut pandang
Undang-undang Perkawinan. Di mana dinyatakan bahwa perkawinan beda
agama di depan hukum tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang
tertuang dalam Undang-undang Perkawinan.'” Ahmad Sukarja menulis
“Perkawinan Beda Agama”, dalam buku Chuzaimah dan Hafidz Ansary yang
berjudul Problematika Hukum Islam Kontemporer, lebih menekankan pada
perkwinan beda agama ditinjau dari hukum Islam, menyatakan bahwa jumhur
ulama’ membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab di mana
klasifikasi ahl alkita>b para ulama sepakat Yahudi dan Nasrani sebagai

agama keturunan dari nenek moyang mereka.'*

M. Hasbullah Bakry dalam buku yang berjudul Himpunan Undang-



Mengenai permasalahn perkawinan bedea agama ada beberapa
referensi yang membahasnya. Diantaranya Asmin dalam buku Starus
Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang No.l tahun 1974,
yang menyoroti teritang perkawinan beda agama ditinjau dari sudut pandang
Undang-undang Perkawinan. Di mana dinyatakan bahwa perkawinan beda
agama di depan hukum tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang
tertuang dalam Undang-undang Perkawinan.'> Ahmad Sukarja menulis
“Perkawinan Beda Agama”, dalam buku Chuzaimah dan Hafidz Ansary yang
berjudul Problematika Hukum Islam Kontemporer, lebih menekankan pada
perkwinan beda agama ditinjau dari hukum Islam, menyatakan bahwa jumhur
ulama’ membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab di mana
klasifikasi ahl alkita>b para nlama sepakat Yahudi dan Nasrani sebagai
agama keturunan dari nenek moyang mereka."

M. Hasbullah Bakry dalam buku yang berjudul Himpunan Undang-
Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, secara khusus memberikan
komentar mengenai perkawinan beda agama dari perspektif Undang-undang
Perkawinan. Beliau menyatakan bahwa maksud dari pasal 2 ayat (1) Un;iang-
undang perkawinan adalah, apabila hukum perkawinan suatu agama (semisal

Islam atau Kristen), tidak membolehkan wanitanya dikawin oleh laki-laki

3 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang No.l tahun
1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), him.68

4 Ahmad Sukarja, “Perkawinan Beda Agama”, dalam Chuzaimah dan Hafidz Ansary,
Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), him.10



yang berlainan agama, maka jika kawin beda agama ini dilaksanakan, hal itu
bukan saja tidak sah menurut agama, tetapi juga tidak sah menurut negara."®

Praktisi hukum O.S. Eoh dalam bukunya Perkawinan Antar Agama
dalam Teori dan Praktek, menjelaskan dengan detail bagaimana pandangan
setiap agama di Indonesia terhadap perkawinan beda agama. lapun
menyimpulkan bahwa di depan hukum, perkawinan beda agama adalah sah
untuk dilangsungkan dan diakui oleh negara.'®

Adapun dalam bentuk skripsi perkawinan beda agama memang sudah
banyak yang membahas antara lain "Studi Terhadap Perkawinan Beda Agama
Menurut Muhammad Abduh", skripsi mahasiswa Fatahuddin Azis Siregar'’

yang mengkhususkan pada pendapat Abduh dalam hal perkawinan beda

agama. Kemudian skripsi Lilis Setyarini yang berjudul "Perkawinan Antar
Agama ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi
kasus di kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)"'® lebih menyoroti

pada tingkat perkawinan beda agama studi kasus di Kabupaten Banyumas.

15

M. Hasbullah Bakry, Himpunan Peraturan Undang-undang dan Peraturan
Perkawinan di Indonesia (Jakarta : tnp, 1978), him.346

'* 0.8, Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Raja Grafindo
Persada,1996), hlm.153

" Fatahudin Azis Siregar. “Studi Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut
Muhammad Abduh®, Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(1997).

'8 Lilis Setyarini, “Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Nasional (studi kasus di kec. Kemranjen Kabupaten Banyumas)”. Skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).
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Sedangkan yang terkait dengan putusan MA adalah skripsi Muhammad
Khafidz Ma’shum dengan judul "Studi terhadap putusan MA No. 1400 K/
pdt./1986 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Berbeda Agama."" Di mana-lebih
menekankan pada analisis terhadap putusan MA no. 1400 K/pdt/1986 sebagai
yurisprudensi yang membolehkan perkawinan beda agama ditinjau dalam
perspektif sosiologi.

Adapun penelitian yang penyusun lakukan adalah mengenai analisis
terhadap isi putusan MA khususnya No.667 K/pdt/1991 tentang perkawinan
beda agama ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan bagaimdna keadaan

sosial bisa mempengaruhi sebuah penemuan hukum itu sendiri.

E. Kerangka Teori
b J> oSalab 5 oST o OSN3 g) all plab g Ll ¢S gt
15) o SU5 0 DS 1y ) e Sleadly S Sty
AN g ) slide Yy pedles b et Ghy gl h ges
Do p 85 3 gh g dleb b B Ol
Surat al-Maidah (5): 5 ini merupakan ayat madaniah yang diturunkan

setelah ayat yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik sehingga

mereka beriman, yaitu surat Al-Bagarah (2): 221 dan Al-Mumtahanah .(60):

" AM. Muh. Khafidz Maksum. “Studi Terhadap Putusan MA No.1400 K/pdt./1986
Dalam Pelaksanaan Perkawinan Berbeda Agama.” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

2 Al- Maidgh (5): 5
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10. Ayat ini bisa berfungsi dua hal sekaligus yaitu penghapus (nasih) dan
pengkhusus (mwuhassis) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan
dengan orang-orang musyrik. Dalam kaidah fiqih bila terdapat dua ayat yang
bertentangan antara satu dengan lainnya, maka diambillah ayat yang lebih
akhir diturunkan.

Pemaknaan ataupun penafsiran terhadap al-Qur’an sangat dipengaruhi
oleh alam pikiran, kultur dan pihak pembacanya, teks tanpa konteks menjadi
tidak memiliki arti sama sekali. Persoalan perkawinan beda agama adalah
persoalan klasik namun tetap aktual, karena merupakan suatu masalah yang
mesti dihadapi dan diselesaikan oleh umat Islam dan menjadi wacana di era
modern ini, dengan berbagai perbedaan pendapat mengenai hukumnya.

Merujuk pada semangat yang di bawa al-Qur’an, pertama bahwa
pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan
menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal saleh
sebagaimana orang yarg bersama-Nya di surga nanti.’' Perbedaan jenis
kelamin dan suku adalah sebagai tanda agar satu dengar yang lainnya saling

mengenal.”?

Kedua, tujuan perkawinan adalah untuk membangun tali kasih
(al-mawaddah) dan tali sayang (al-rahmah).”> Ketiga, semangat yang dibawa

Islam adalah pembebasan, bukan belenggu. Berdasarkan ketiga hal tersebut,

2! Al-Bagarah (2): 62
22 Al-Hujurat (49): 13

2 Ar-Rum (30): 20-23.
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perkawinan beda agama bahkan bisa dijadikan salah satu ruang yang mana
antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dékat,
membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk
agama.”*

Adanya perkawinan beda agama yang terjadi mengakibatkan berbagai
macam penafsiran dalam berbagai aspek-aspek sosiologi yang berkaitan
dengan kondisi social masyarakat, aspek filosofi yang berkaitan dengan
makna dan tujuan adanya perkawinan beda agama, serta aspek yuridis yang
berkaitan dengan  undang-undang.  Aspek-aspek  diatas  kirdanya
melatarbelakangi Mahkamah Agung dalam membuat Yurisprudensi tentang
perkawinan beda agama.

Dalam putusannya Mahkamah Agung menggunakan penafsiran-
penafsiran antara lain penafsiran gramatikal dan penafsiran sosiologis.
Penafsiran gramatikal adalah penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan
Undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam
hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai oleh undang-undang,
yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau
menurut kebiasaan. Sedangkan penafsiran sosiologis adalah penafsiran dgngan
mengingat maksud dan tujuan Undang-undang itu disebabkan kebutuhan-
kebutuhan berubah menurut masa sedang bunyi Undang-undang tetap sama

saja.® Dalam hal ini Mahkamah Agung mengakomodir permasalahan yang

 Nurcholish Madjid dkk, Figh Lintas Agama, him.164

¥ Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tala Hukum Indonesia, (Jakarta, Balai pustaka
:1989), him. 68.
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ada di masyarakat yaitu perkawinan beda agama yang mana tidak diatur dalam
Undang-undang Perkawinan No.l tahun 1974 sehingga terjadi kekosongan
hukum.

Mahkamah agung sebagai institusi negara dalam hal ini harus
memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan mempunyai wewenang untuk
mengisi kekosongan hukum demi terciptanya maslahah, dimana dalam kaidah
ushuliyah dinyatakan :

2 olall b gia Lo o gl s

Kita telah mengetahui bahwa Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun
1974 tidak ada kepastian hukum tentang pelaksanaan perkawinan beda agama,
maka bagi pelaksana perkawinan beda agama dapat berpegang pada satu

. yurisprudensi dari MA No.1400 K/ pdt/ 1986. Dengan demikian dapat diambil
kesimpulan bahwa dengan adanya keputusan MA tersebut dapat mgmberi
kepastian hukum bagi pelaku perkawinan beda agama karena secara tidak
langsung negara telah merestui terjadinya perkawinan beda agama.

Dengan adanya Undang-undang No.l Tahun 1974 serta keputusan
MA, maka jelaslah bahwa lahimya semua peraturan hukum tersebut
memberikan jaminan kepastian hukum terhadap segala produk hukum yang
dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut L. Friedmen ada empat kategori teori faktor-faktor orang

mematuhi hukum, yaitu Pertama, kepentingan sendiri (self interest).

% Muchtar Yahya dan Faturrahman, Dasar-dasar Pembinaan [{ukum Figh Islam, Cet.Xe-
i, (Bandung : Ma’arif, tt), hlm. 527.
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Kepatuhan masyarakat kepada hukum dikarenakan hukum bersangkutan dapat
memberikan manfaat bagi kepentingannya. Kedua, sensitive terhadap sanksi.
Masyarakat mematuhi hukum karena termotivasi untuk menghindari sanksi
atau hukuman. Ketiga, tanggapan pengaruh sosial. Dalam masyarak:;t ada
norma-norma yang di terima sehingga orang berperilaku sesuai dengan
hukum. Keempat, Kepatuhan. Orang-orang mematuhi hukum dikarenakan
mereka berpikir bahwa melampauinya adalah immoral atau illegal.”’

Para ahli hukum semata-mata memperhatikan masalah quid yuridis.*®
Hukum merupakan salah satu dari fenomena sosial, ia tidak akan terlepas dari
masalah soaial itu sendiri.’ Hukum hendaknya mampu menjelaskan mengapa
praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor apa saja yang
mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya. Sehingga hukum bisa didekati
dari segi obyektifitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan

penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.*

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research),

yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti

- % Khairuddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa,
2004), hlm. 139.

* Georges Gurvitch, Sosiologi Hukum, Terjemah Sumantri Mertodipura&M.Rajab
(Jakarta: Bhatara Niaga Media, 1988), him.1

2 Ibid, hlm. 37

3 Ibid, him.39
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manuskrip, buku, jurnal dan dokumen lainnya. Sedangkan sifat penelitian

ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini akan memberikan gambaran

secara rinci dan sistematis mengenai keputusan MA tentang perkawinan
beda agama dan menganalisis keputusan tersebut dalam perspektif Hukum

Islam dan perspektif Yuridis.

2. Pengumpulan Data.

a. Sumber Primer, yaitu Putusan dari Mahkamah Agung.

b. Sumber Sekunder, yaitu karya-karya yang membahas tentang
perkawinan beda agama, Putusan Pengadilan Negeri dan dokumen
surat-surat dari KUA dan Catatan Sipil.

3. Analisis Data
Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis ddtd dengan
menggunakan metode deduktif, bertitik tolak pada teori dan konsep
perkawinan (general teoritik) digunakan untuk menila‘i putiisan

Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama.

4. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
spendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif yang dimaksud
adalah melihat bagaimana keputusan MA tersebut jika ditinjau dari sisi
hukum Islam. Sedangkan secara yuridis adalah bagaimana legaiisasi

yurisprudensi MA tersebut ditinjau dari hukum positip.
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G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang

Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka,

| Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Kemudian
bab kedua karena pembahasan skripsi ini tentang perkawinan beda agama
maka penyusun akan membahas terlebih dahulu tinjauan umum perkawinan
beda agama, baik itu dari sudut hukum Islam, Nasional maupun pendapat dari
para ulama dan pakar-pakar hukum. Bab ketiga diuraikan tentang isi dari
putusan MA No. 667K/ pdt/1991 tentang perkawinan beda agama serta
gambaran umum tentang Mahkamah Agung..

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis terhadap
putusan Mahkamah Agung No. 667K/ pdt/1991 tentang perkawinan beda
agama studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada bab ini akan
dianalisis bagaimana keputusan tersebut ditinjau dalam perspektif Hukum
Islam dan perspektif Yuridis. Sedangkan bab kelima sebagai bab penutup
akan diberikan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini. Selain itu juga
disampaikan saran-saran dari penyusun yang terkait dengan materi skripsi dan

di akhir penulisan dicantumkan beberapa lampiran seperlunya.



BABV

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:
Pertama, pada dasarnya keputusan Mahkamah Agung No.667 k/pdt/1991
tentang perkawinan beda agama antara seorang perempuan muslimah
dengan laki-laki non muslim tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena
dalam konsep Islam hanya laki-laki muslim yang diperbolehkan menikah
dengan non muslim ahli kitab, sedangkan perempuan muslimah tidak
diperbolehkan. Kedua, Sebagai sebuah institusi negara Mahkamah Agung
mempunyai wewenang untuk menciptakan suatu hukum untuk megisi
kekosongan hukum demi terciptanya keteraturan dimana Mahkamah agung
melihat realitas sosial dan maslahatnya.
Saran
1. Dalam mengambil setiap keputusan Mahkamah Agung hendaknya
memperhatikan dan menggali hukum agama terutama dalam mengisi
kekosongan hukum.
2. Adanya kenyataan semakin meningkatnya perkawinan beda agama dari
tahun ke tahun, maka kenyataan dan kebutuhan sosial haruslah segera

dipecahkan untuk mendapatkan kepastian hukum.
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TERJEMAHAN TEKS ARAB

BABI
Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita
budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik,
walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-
wanita mukmin) sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari
orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.
Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak
ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya)
kepada manusia supaya mereka mengambil
pelajaran.

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.
Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al
kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula
bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-
wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-
wanita yang beriman dan wanita-wanita yang
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang
diberi al kitab sebelum kamu, bila kamu telah
membayar mas kawin mereka dengan maksud
menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak
pula menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang
kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-
hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di
akhirat termasuk orang-orang yang merugi.
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Kebijakan seorang Imam atau pemerintah di
dasarkan pada kemaslahatan bagi ummat (rakyat).
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Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak akan berlaku adil maka kawinilah seorang
saja.
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BIOGRAFI TOKOH

Sayyid Sabiq M. Fit-Tihami,

Nama lengkapnya as-Sayyid sabiq Muhammad at-Tihamij. la lahir dari
pasangan keluarga terhormat Sabiq Muhamimad at-Tihamij dan Husna Ali Azch
di desa Istanha Mesir. Beliau menerima pendidikan pertamanya di Kuttab. Pada
usia 10-11 tahun ia telah menghafal al-Quran dengan baik. Setelah itu ia langsung
memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh
pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhasus (kejuruan).
Pada tingkat akhir ini beliau memperoleh asy-Syahadah al-Aliyah (1974) ijazah
tertinggi di Universitas al-Azhar kurang lebih sama dengan ijazah dotor.

Di antara guru-gurunya adalah syckh Mahmud Syaltut dan syeikh Tahir
al-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama’ besar al-Azhar ketika itu. Beliau juga
belajar kepada syeikh Mahmud Khattab pendiri a/-Jamiyyah asy-Syar ‘iyyah li al-
‘Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (perhimpunan syari’at bagi penganut al-Quran
dan as-Sunnah). Sejak usia muda beliau telah dipercaya mengemban berbgai
tugas dan jabatan baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Beliau pernah
bertugas sebagai guru pada departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir pada
tahun 1955 menjadi direktur Lembaga Santunan di mekkah selama 2 tahun, scjak
tahun 1974 hingga kini beliau mendapat tugas di Universitas Jam’iyah Umummul
Qura Mekkah. Karyanya yang terbesar dan terkenal adalah Figh as-sunnah.

Sudargo Gautama

Pakar hukum di Indonesia ini, teleh banyak mempengaruhi wacana ilmu
hukum di Indonesia. Mcmpelajari hukum di negeri Belanda. schingga® tidak
sedikit alur pemikirannya yang identik dengan hukum di Belanda. Karya ilmiah
yang dipublikasikan sangat beragam antara lain; Hukum Perdata Internasional.
Perkawinan Hukum Internasional, Pembaharuan Hukum di Indoncsia, Segi-segi
hukum Peraturan Perkawinan Campuran dan lainnya.

Bismar Siregar

Dilahirkan di Sipirok, Sumatra Utara tahun 1982. Alumnus Fakultas
Hukum Universitas Indonesia ini banyak memperdalam ilmunya di luar negeri
antara lain di Universitas Nevada, Texas, Alabama. Mulai tahun 1962-1980
menjadi ketua pengadilan Negeri di berbagai dacrah. Jabatan terakhir adalah
hakim agung Republik Indonesia mulai tahun 1984-1995. Beliau juga pernah
menjabat sebagai jaksa, ketua pengadilan tinggi dan panitera MA. Mcngajar pula
di berbagai Perguruan Tinggi dan aktif di berbagai organisasi seperti ICMIL
BANI, IKAHI.
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PENETAPAN PENGADILAN NEGRI YOGYAKARTA
No.191/pdt.P/1990/PN.YK.Yo
Terhadap permohonan Dra.Rr. Sri widyaningsih dan Antonius Kiryanto

Untuk melaksanakan pernikahan beda agama

Menimbang, pada pokoknya pemohon bermaksud melangsungkan
perkawinan akan tetapi masing-masing berbeda agama yaitu Dra. Rr. Sri
Widyaningsih yang beragama Islam dan Antonius Kiryanto beragama Katholik.

Bahwa olch karcna itu Kepala KUA  Kecamatan Mcergangsan  tidak
memberikan dispensasi (menolak) melangsungkan perkawinan itu dengan alasan
mereka berlainan agama. Demikian juga pegawai Kantor C datan Sipil hanya mau
nencatat perkawinannya sctelah ada perintah dari Pengadilan Negri Yogyakarta,

Menimbang, bahwa surat dari kepala KUA tanggal 27 Desember 1990
yang ditujukan kepada R. Soepono (Ayah pemohon I) berbunyi kami tidak dapat
memberikan dispensasi dimaksud schubungan dengan calon mempelai berlainan
agama. Surat itu bukan surat dispensasi, melainkan surat penolakan sebagaimana
diharuskan oleh pasal 21 (2) UU.No.1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa maksud dari isi surat kepala KUA tidak lain bahwa
kepala KUA tersebut tidak bersedia melangsungkan perkawinan pemohon, maka
Pengadilan Negri menganggap surat tersebut schagai surat penolakan.

Menimbang, atas dasar pasal 21 (4) UU No.I tahun !974 Pengadilan Negri
berwenang untuk memeriksa dan menetapkan apakah penolakan itu beralasan atau
tidak.

Menimbang, bahiwz)‘ dahulu atas dasar peraturan tentang perkawinan
campuran (Regeling gg ’czilélg(}emengde Huwelijken Staatsblad 1898 No.158)
perkawinan antara orang berbeda agama diperkenankan, hal mana termuat dalam
pasal 7 ayat?2 yang bunyinya:” perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali
bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu.”” Bahwa sekarang dengan telah
berlakunya Undang-undang No.1 Th 1974 “mny'ebutkan, bahwa dengan
berlakunya UU ini maka ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang diatur

dalam KUHPerdata (BW), Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijken
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Ordonantie Christen Indonesiers Staatblad 1933 No.74), pcraturan perkawinan
campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan scjauh
telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku.

Permasalahannya apakah peraturan tentang perkawinan campuran itu
sudah diatur dalam UU No.l / 74, maka jawabannya adalah sudah yaitu diatur
mulat pasal 57-62 UU No.1/74.

Bahwa dengan telah diaturnya perkawinan campuran maka Staatblad 1898
No.1898 No.158 menjadi benar-benar tidak berlaku, |

Mehimbang, bahwa pasal 2 ayat 1 UU No.1/74 menentukan “perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu”, bahwa dari rumusan UU scperti diatas pada dasarnya UU
kita hanya mengenal perkawinan antara orang-orang yang tidak berfainan agama
(Prof. Dr. Moh. Koesnoe, Varia Pengadilan No.59. Agustus 1990, him.126)

Menimbang, bauhwa dipertanyakan mengapa perkawinan antara orang-
orang yang berbeda agama tidak diatur dalam Kehidupan masyarakat bermunculan
orang-orang yang ingin melangsungkan perkawinan tanpa menghiraukan masing-
masing agama.

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 huruf £ UU No.1/74. perkawinan
dilarang. Bahwa hubungan dimaksud dapat dipastikan bukanlah hubungan
semenda, bukan hubungan susuan, dan bukan pula saudara. Bahwa hubungan
pada huruf f pasal 8 menurut kami adalah hubungan apapun yang nyata-nyata
menurut agama dilarang kawin. Bahwa apakah orang-orang berbeda agama
dilarang melangsungkan perkawinan oleh agama-agama di Indonesia:

Menimbang, bahwa dalam Al-qur'an Surat  Al-bagoroh 221 isinya
“janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum
mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan
musyrik  sekalipun ia  menarik  hatimu. Juga janganlah menikahkan
(perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang laki-
laki budak beriman lebih baik daripada scorang laki-laki musyrik sckalipun ia

menarik hatimu. Mereka (kaum musyrik) akan membawamu ke api neraka.



Maka tidaklah mungkin hal itu diatur dan diperkenankan oleh UU
No.1/74. perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak diatur karena
dilarang dan sudah tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.

' Menimbang, bahwa tidak diaturnya perkawinan antara orang-orang yang
berbeda agama bukanlah merupakan Vacum hukum meclainkan memang karena
benar dilarang dan bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum.

Pemohon dalam perkara ini menyatakan ingin melangsungkan perkawinan
dengan mendasarkan alasan bahwa mercka saling mencintai dan antara mereka
tidak dapat dipisahkan akan tctapi ternyata tcrdabal rintangan-rintangan dan
larangan-larangan baik oleh hukum agama maupun oleh aturan hukum ~.yang
berlaku (pasal 8 huruf f UU No.1/74) scdang vang terungkap dalam pemeriksaan
di persidangan tidak terdapat alasan-alasan hukum yang mendesak yang dapat
dijadikan dasar untuk untuk mengabulkan permohonan  pemohon-pemohon.

dengan demikian ditolak.
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wali/orang tua merestui pemohon-pemohon kasasi untuk membentuk
rumah tangga yang baik dan sejahtera.

Bahwa menurut hemat pemohon-pemohon kasasi, hakim
Pengadilan Negri dalam pertimbangan hukum menafsirkan pasal 8 huruf
(f) Undang-undang No.1 tahun 1974 perkawinan dilarang antara dua
orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan
lain yang berlaku dilarang kawin, yang dimaksud hakim hubungan
apapun yang nyata-nyata menurut agama dilarang kawin, adalah keliru
dan tidak tepat sasaran, karena pasal 8 huruf (f) itu metupakan rumusan
selain yang telah diatur dalam pasal 8 huruf o, b, ¢, d, tetapi bukan beda
agama.

Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negri berbunyi

Menimbang, bahwa dengan ketentuan agama diatas tclah jelas
menurut agama-agama di Indonesia perkawinan antara orang-orang
betbeda agama dilarang, menurut hemat pemohon kasasi adalah keliru,
karena Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mengatur ketentuan
apapun yang menyebutkan, bahwa perbedaan agama antara calon suami
istri merupakan larangan atau halangan perkawinan.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negri berbunyi:

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang berbada
agama itu bukanlah merupakan vacum ‘hukum, melainkan memang
benar-benar dilarang dan bertentangan dengan pancasila scbagai simber
dari segala sumber hukum, adalah keliru, karena dalam Undang-undang
No.1 Tahun 1974 perkawinan beda agama tidak diatur maka terjadi
kekosongan hukum.

Bahwa pemohon kasasi telah menghadap kepada pegawai Pencatat
Nikah Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk mencatatkan
perkawinan yang dimaksud, tetapi diberi jawaban bahwa pegawai

pencatat nikah akan mencatatnya setelah ada ketetapan dari Pengadilan
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lain yang berlaku, dilarang kawin. Bahwa pasal 8 huruf (f) ini pertama-
tama mensyaratkan adanya hubungan apa saja selain yang sudah disebut
dalam pasal 8 huruf a-e

Bahwa selanjutnya karena adanya hubungan itu agamanya atau
peraturan lain yang berlaku melarang kedua mempelai untuk kawin.
Bahwa dengan demikian tidak dapat dikatakan ada hubungan, apabila
kedua calon berlainan agama.

Namun perlu tambahan pertimbangan sebagai berikut:

UU No.1 th.1974 tidak memuat ketentuan larangan perkawinan
antara mereka yang berbeda agama ataupun mengatur perkawinan antara
beda agama. Dengan demikian UU No.1 th.1974 dalam menghadapi kasus
a quo terhadap kekosongan hukum dan karcnanya harus ditemukan dan
ditentukan hukumnya untuk tidak membiarkan suatu masalah berlarut-
larut tanpa penyelesaian, MA dalam putusannya dalam perkara No.1400
K/pdt/1986 berpendapat bahwa dengan diajukannya permohonan yang
beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan kepada kantor
Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk
melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, sehingga Kantor Catatan
Sipil wajib menerima permohonan pemohon.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka penctapan Pengadilan
Negri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan memberikan
peradilan sendiri mengenaihal ini sebagaimana akan nampak dalam amar
putusannya seperti dibawah ini:

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 Th.1970
dan Undang-undang No.14 Th.1985, yang bersangkutan mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi /

1. Dra. Rr.Sri Widyaningsih dan

2. Antonius Kiryanto tersebut dan
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Membatalkan penetapan Pengadilan Negri Yogyakarta tanggal 10 Januari
1991 No.191/pdt/P/1990/ PN.Yk

| Mengadili sendiri
Mengabulkan permohonan para pemohon
Memberikan izin kepada pemohon I untuk melangsungkan perkawinan
dengan pemohon II dihadapan pegawai pencatat perkawinan pada
Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta di Yogyakarta
Memerintahkan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil
Kota Yogyakarta tersebut agar supaya melangsungkan perkawinan

tersebut.
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